PRESIDEN
REPURBL K INDONE SIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1995
TENTANG
TUNJANGAN BAHAYA RADIAS]

BAGI PEKERIA RADIASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I\'icniinh;mg © hahwa radiasi lerbukti dan diakui Sangat bermanfaat dalam upaya
kesehatan,  nanun Pengeunaan radiasi Juga dapat menimbulkan
1isiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik maupun eflek
genetik, Laik sccara aky maupun kronis bagi pekerja radiasi. Ofely
Karena juy, dipandang perlu menclapkan pemberiap tunjangan
bahaya rvadiasi atas dagar faktor risiko bahaya radiasi yang diterima
pekerja radiasi dalam Keputusan Presiden;

Mengingat . | Pasal 4 ayat (1) Und;mg—Umlang.Dzlsar 19435,

2. Umlungmmlang Nomor 31 Tahuy 1964 tenlang  Ketentuan-
ketentuan Pokok Tenaga Awom (Lembaran Ncgara Tahun 1964
Nomor P24, Fambahan Lembaran Negara Nomor 2722);

1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara  Talhun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041y,

4, Umlang-undang Nomor 23 Talun 1992 tentang  Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembay-
an Negara Nomor 3495):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamal-
anKerja Pekerja Radiasi (Lembaran Negara Talun 1975 Nomor
L5, Fambahan Lembaran Negara Nomor 3051);

0. Peraturan Pemerinah Nomoy 7 Tahun 1977 lentang Peraturay
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor
3098) schagaimana tefali cmipat kal; diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintal; Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 21):

MEMUTUSKAN -

Menetapkan - KEPUTUSAN PRIESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
. TUNJANGAN BATEA Y A RADIAST BAGH PLEIKERIA RADIASI,

Pasal | .

.y



PRESIDEN
REPUBLINK INDONESIA

Pasal |

Datam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan lunjangan
bahaya radiasi adalah Wwinjangan yang diberikan kepada :

A dukter spesialis radiologi ;

b radiografer/penata rontgen;

¢. abli fisika medik;

d. perawat radiologi;

c. lenaga kamar gelap radiologi;

I tenaga adiministrasi radiologi,

£ tenaga teknisi radiologi,

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkal olch pejabat yang berwenang
sehagai pekerja radiasi dan diberi lugas scrta tangpung jawab untuk
melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan/atau tidak
langsung dengan sumber radiasi, scrta berada dalam medan radiasi
pada sarana kesehatan scbagaimana dimaksud  dalam Keputusan

Mresiden ini, diberikan tunjangan bahaya radiasi setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan bahaya radiasi diberikan untuk masing-masing tingkat
bahaya radiasi yang ditetapkan berdasarkan njlaj scbagai berikut

a. Nilai 720

b. Nilai 480 samypai dengan 719
c. Nilai 320 sampai dengan 479

bahaya radiasi tingkat I;

bahaya radiasi tingkat II;
bahaya radiasi tingkat 111
d. Nilai 160 sampai dengan 319 bahaya radiasi tingkat 1V,

Pasal 4

(1) Penctapan nilai bagi pekerja radiasi, untuk masing-masing
tingkat tunjangan bahaya radiasi, ditetapkan berdasarkan lotal

nilai pekerja radiasi yang bersangkutan yang didapatkan dari

hasil penjumlahan nilai faktor dan tingkat risiko bahaya radiasj
yang diterima.

(2) Nilai ...




FPRESIOEN
REPUBILIK INDOMESIA

(2) NHai Iaktor dan tingkal ristko babaya radiasi scbagaimana
dimaksud dalin ayat (1), adalah schagaimana tersebut dalam
Fampiran Keputisan Presiden ini.

(1) Ketewtwan lebil Tanjut (entang penctapan nilai bag; pekerja
vacinsi unk Masing-masing tingkat twnjangan bahaya radiasi
diatine oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan

tenmlis dari Meateri Nepara Pendayagunaan Aparawy Necpara,

I'asal 5
Besarnya wnjangan bahaya radiasi menurut tingkat bahaya radiasi
sehagaimana dimaksud dalan pasal 3 adalah scbagai berikut :
A tumjangan bahaya radiasi tingkat 1 Rp. 450.000,- (empat ratus
ima puluh vibu rupialy.

hounjangan bahava radiasi tingkat J1 Rp. 300.000,- (tiga ratus
tibu iupiahy;

¢ tngangan balaya radiasi tngkat 111 Rp, 200.000,~ (dua ratus
vila ruptalny;

dotunjangan bahaya radiasi tingkal 1V Rp. 100.000, - (seratus ribu
tupiah).

Pasal 6

Pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak berhak
mendapatkan lehill dari sawg Wwnjangan, dan Kepadanya diwajibkan
untuk memililh salah satu unjangan vang menguntungkan baginya,

Pasal 7
Ketentuan Jehih Fanjut yang diperiukan hagi pelaksanaan Keputusan
Presiden ini. diatur oleh Menter Kevangan dan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negari, baik sceara bersama maupun
secara tersendirt menmut bidang tHgasnyn imasing-masing.

Pasal § ...
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Pasal 8
Keputusan Presiden ing il

ai bedaku pada tanggal ditctapkan dan
memponyai daya ko sing

tsejak tingpal 1 April 1995,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- Itd
SOEINARTO

Satinan sesuai dengan aslinyn
SUKRETARIAT KABINET R
Kepala Divo Hukum
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MRESIDEN
FREDPUIEN 1 I OME S 1IA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDIEN REPUDLIK INDONESIA
NOMOR a8 TATUN 1995

TANGGAL 17 Juli 1995

Pethitungan dan Penttaim Tingkatl Risiky Balaya Radiasi.

adiast yanp berhubungay Fngsung dan agay tidak langsung
m o medan radiasi (isingkat RLDTL). _

I Faktor pekerja
tetapt berada daty

.

TICTI
30

H Pakton Besatnya Radiasi (Tisingkat BR).

Salinan sesoni denpan aslinga
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